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A. PENDAHULUAN

Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang
menewaskan raturan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada
peristiva 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih besar
daripada yang terjadi di Bali.

Suatu hal yang perlu dicatat dari kedua peristiwa itu bahwa beberapa saat
setelah terjadinya serangan terhadap Amerika Serikat, maka reaksi bermunculan
yang mengutuk tindakan itu sebagai biadab dan tidak berperikemanusiaan. Langkah
berikutnya adalah keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 tanggal 28
September 2001 yang menyerukan bahwa untuk memerangi kegiatan terorisme
internasional, setiap negara anggota diminta untuk melaporkan langkah-langkah yang
dilakukan dalam rangka melaksanakan resolusi tersebut, termasuk kepada
Indonesia. Di samping itu, IMF menyampaikan surat tanggal 26 September 2001
kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan mengenai perintah
pembekuan aset-aset yang berkaitan dengan terorisme internasional.

Dalam kerangka itu, wajar jika Indonesia ketika merumuskan Undang-undang
tentang Tindak Pencucian Uang telah memasukan unsur terorisme ke dalam salah
satu pasalnya, terutama dalam pengawasan penggunaan keuangan untuk kegiatan
terorisme.

Sekarang bagaimana dengan Indonesia dalam merespon pasca pemboman di
Bali, ternyata beberapa pejabat tinggi ada berbeda pendapat menanggapinya. Ada
yang mengatakan, bahwa apa yang terjadi di Bali membuktikan di Indonesia ada
teorisme, sedangkan yang lainnya menyangkal. Terlepas dari perbedaan pendapat
atau persepsi itu, tapi yang jelas Pemerintah Megawati ada keseriusan dalam
menghadapi masalah terorisme, hal terbukti di mana keesokan-harinya setelah
pemboman, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober Presiden Megawati
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